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PENGATURAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSIDAERAH DALAM
RANGKA PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

QOleh : Dwi Poernome

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undéng Dasar 1945 vang nenetapkan perpaiakan
sebagai saleh satu perwujudan kewsjiban kenegnraan, ditegaskan bahwa penempatan
beban kepada rakyat seperti pajak dan lain-lain, harug ditetapkan dengan undang-undang,
Sesuat dengan seniangat Undacg-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan 'Undmg-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerinish Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
bersumber dari‘Pendapatan Asli Daersh dan penerimaan berupa Dana Perimbangan yang
bersunber dari Anggaran Pendapatan dan Bélanja Negara.

Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain beropa pajak dan retribusi daerah,
diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelengggaraan pemerintahan dan
pembangunan daeral dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan
masyarakat. Dengan demikian daersh mampu melaksanakan otonomi, yaits mampu
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan Kelvarlnya Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 {entang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berigi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan
pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan
retribusi daergh, sekaligus menetapkan pengaturan unfuk menjamin penetaaaaapan
prosedure numum perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pajak Daerah dan Pajak Nasional merupakan suatu sistem perpajakan
Indonesia, vang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga periu dijaga'agar
kebijaksanaan tersebut daﬁat memberikan beban yang adil. Sejalan dengan sistem
perpajakan n:isiona‘l,. pembinaan pajak daerah dan reteibust daersh dﬁakukan gecara
terpadu dengan pajak nasional: Terutama mengenai obvek dan tarif pajak, sehingga
antara pajak pusat dan pajak daerah saling melengkapi.

Meskipun beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah dntetapkan
oleh Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, Daersh Kabupaten atau Kota dibent
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peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis
paiak dan retribusi selain yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat

daerah yang bersangkutan,

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Noximr 22 Tahun 1999 dan
Undang—Undang Nomor 25 tahun 1999, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah
dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung
Jawab kepada daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka
otontomi daerah akan betul-betul dilaksanakan dengan penekanan pada daerah kabupaten
dan kota.

| Penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu menekankan prinsip-
prinsip demokrasi, peran serta magyarakat, pemerataan dan keadilan, dan akuntabilitas
serta meinperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pajak Daerah dan Refribusi
Daerzh merupakan salah satu sumber pendapatan dﬁerah yang penting guna membiayai
penyengearasn péinerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan

otonomi daersh yang luas, nyata, dan bertunggung jawab.
B. PERMASALAHAN

Dari uraaian tersebut diatas dapat dikemukan permasalahan sebagai berikut :
“ Bagaimanakah Pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangga

memberikan masukan pada Pendapatan Daerah. =

C. PEMBAHASAN

1.Latar Beiakang dikeluarkannya Undang-Undang Nomer 34 Tahan 2000
Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Dasrah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997. Untuk menyesuaikan isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun
1999, yang berkaitan dengan Otonomi Daersh, yang metekankan pada otonomi daersh -
kabupaten dan kota, maka Undang-Undang nomor 18 tahun 1997, direvisi dengan
betbagai perubahan,melalni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
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Undang-Undang Nomor 18 tahnn 1997 tendang Paink Daerall dun Retibusi Dacrgh.

Adapin tatar belakang dikeluarkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, adalah

sebagai berkut

1.
2.

Memberikan kewennngan yang lebih luu., nyata, bertanggung jawab kepada daerah
Memantapkan ofonomi daerah karena pajsk dan retribugi daerah merupakan saigh
safu sumber pendapatan daerah yang penting |

Untuk menekankan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan

keadilan, memanfaatkan potensi dan keanekaragaman daerah

2. Pengertian - Pengertian Yang Berkaitan dengan Pajak Daerah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, diatur berbagai

pengertian yang berkaitan dengan Pajak Daerah, antara lair :

l.

Daeraly Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum vang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur daan mengurus kepentingan magyarakat menurut
prakarsa gendiri berdasarkan agpirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan R1
Pemerintah Daerah adalah : Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai badan
ekeeluntif ‘

Pajak Daerah adalah adaalah : Iuran 'wajih yang dilakukan oleh orang / badan kepada
daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan, digunakan untuk
membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah ( Pusal ! angka 6)
Pemunguian adalah adalah : rangkaian kegiatan dari penghimpunan data obyek dan
subyek pajak atau retribusi, penentuan besémya yang terutang, penangihan kepada
wgiib pajak, serta pengawasannya

SPTPD adalsh : Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

~ Surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak,

obyek pajak atau bukan obyek pajak, harta dan kewajiban menurut ketgntuan
perundang-undangan perpajskan daerah.
SSPD adalah : Surat Setoran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melakukan pembayaran pajak terutang ke Kas Daerah




10.
11.

Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD ) adalsh : Surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atan saksi administrasi berupa bunga dan atau denda |
Masa Pajak adalah : Jangka waktulyang lamanya 1 ( satu ) bulan atau jangka waktu
lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah |

SKPD adalah : Surat Ketetapan Pajak Daerah

Surat ketetapan pajak yang menetukan besamya jumlah pokok pajak

Subyek pajak adaalah : Orang pribadi atau badan vang dapat dikenakan pajak daerah
Wajib pajak adalah : Orang pribadi atan badan yang menurut perundang-undaangan
perpajakan daerah diwajibkan untuk inelakukan pembayaran pajak yang terntang,

termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

3. Jenis Pajak Daerah
Yenis Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tghun

~ 2000, adalah jenis Pajak Daerah untuk Daerah Propinsi dan Jenis Pajak Daersh untuk
Daerah Kabupaten dan Kota. Dalam pasal 2 ayat (1), pasal 3 ayat ( 1), pasal 2A ayat (1),
disebutkan Jenis Pajak Daerah dan besamya tarif pajak daerah dan pembagian hasil

kepada daerah Kabupaten dan Kota.

]
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Jenis Pajak Daerak Propinsi ada 4 jenis, yaitn :
Pajak K.endaraan Bermotor dan kendaraan di atas air, Tarif paling tinggi adalah 5 %,
hasilnya diserahkan ke kabupaten dan kota , paling sedikit 30 %

. Bea Balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatay air, tarif paling tinggi

adalah 10 %. hasilnya diserahkan ke kabupaten dan kota , paling sedikit 30 %

Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tarif paling tinggi adalah 5 %, hasilnya
diserahkan ke Kabupaten dan kota, paling sedikit 70 %

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanal dan air permukaan, tarif paling
tinggi adatah 20 %, hasilnya diserahkan ke Kabupaten dan koia'paling sedikit 70 %

Jenis Pajak Daerah untuk Kabupaten dan Kota dan besarnya tarif, serta

pembagian hasil dari Kabupaten kepada desa diwilayahnya, diatur dalam pasal 2 ayat (2),
pasal 3 ayat (1), pasal 2A ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.




Jenis Pajak Daerah untuk Daerah Kabupaten dan Kota ada 7 jenis, yaitn

1. Pajak Hotel, tarif paling tinggi adalah 10 %, dari Kabupaten hasilnya diserabkan
kepada desa di wilahnya paling sedikit 10 % _

2. Pajak Restoran . tarif paling tinggi adalah 10 %, dari Kabupaten hasilnya paling
sedikit 10 % diserahkan ke desa di wilayahnya. _

3. Pajak'Hiburan, tarif paling tinggi adalah 35 %, dari Kabupaten hasilnya diserahkan ke

| desa di wilaayahnya paling sedikit 10 %

4. Pajak Reklame, tarif paling tinggi adalah 25 %, dari Kabupaten hasilnya diserahkan
ke desa di wilayahnya paling sedikit 10 %

L
‘

Pajak Penerangan Jalan, tarif paling tinggi adalah 10 %, dari Kabupaten hasilnya

digerahkan ke desa di wilayahnya paling sedikit 10 % |

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C, tarif paling tinggi adalah 20 %, dari
Kabupaten hasilnya diserahkan ke desa di wilayahnya paling sedikit 10 %

7. Pyjak Parkir, tarif pﬁling tinggi adalah 20 %, dari Kabupaten hasilnya diserahkan ke -

desa di wilayahnya paling sedikit 10 %

Penjelésan mengenai pengertian jenis-jenis pajak daerah, baik Pajak Daerah Propinsi
maupun Pajak Daerah Kabupaten dan Kota, adalsh sebagai berikut :

Pajak Daerah Propinsi: |

Pajak Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah : pajak atas kepemilikan
dan/atan pengavasan kendaraan tersebut '

Kendaran bermotor adalah roda dua atau lebih beserta gandengannya digerakan oleh
tenaga teknik berupa motor.

Pajak Bea Belik nama Kendaraan Bermotor adalah : pajak atas penyerahan hak milik
sebégai akibat adanya perjanjian jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atan
pemagukan ke dalam badan usaha.

Pajak bahan bakar kendaraar bermotor adalah : pajak atas bahan bakar yang digunakan

untuk kendaraan bermotor.




Pajak Pengambilan dan Pemanjaatan Atr Bawah f‘wmb dan Alr Permukaan adalah :
pajak atas pengambilan air yang digunakan bagi orang pribadi atan badan usaha, kecuali

untuk keperiuan dasr rumah tangga dan pertanian rakyat.

Uniuk Pajak Daerah Kabupaten dan Kota :

Pajak Hotel adalah : pajak afas pelayanan hotel.

Hotel adalah : bangiman yang khusus untuk menginap, memperolesh pelayanan dan
fasilitas lsu'n;lya dengan dipungut bayaran kecuati untnk pertokoan dan perhantoran,
ok Desterae | myak aluy pelayanag restoran
Restoran adaia : tnpat menvantap makanan / minumar  dengan dipunent favaran,
Tidak termasnb jaga bogu atau Lalering -

Fajak hiburan adalah : pajak alas penyelengéaram hibura

Hiburan adalah : semua jenis pertupjukan, permaianan, permainan ketanghkasasn,
keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dengan dipungut bayaran.
Tidak termasuk fasilitas untuk berolah raga,

Pajak reldame adalah : paj ak afas penyelenggraan reklame

Rekiame adalah : benda, alat, perbuatan atau media untuk tujuan komersial, digunakan
untuk memperkenalkan, menganjurkan, memujikan barang, jasa atan orang , yang dapat
ditihat, dibaca, didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh
petuerintal,

Pajak Penerangan Jelan adalah @ pajak atas penggunasn tenaga listrik, bahwa didaerah
tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
Pgjak Pengambilan Bahan _Ba}mrz Galian Golorgan C adalah : pajak atas kegiatan
pengambilan bahan galian golongan C

Pajak Parkir adalsh : pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh
orang pribadi / badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokek usaha, maupun
sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan

bermotor yang memungut bayaran.

Disamping Jenis Pajak Daerah yang telah ditetapkan untuk Daerah Propinsi (
4 jenig pajak daerah ) dan Daerah Kabupaten dan Kota ( 7 jenis pajak daerah ), masih




mungidinkan dasrah Kabupaten dan Kota, memungut jenis pajak daeah baru, asalkan

Cocenikan dengan kreteria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.
Prdn Pasal 2 ayat (4), UU Nomor 34 tahun 2000, menyebutkan bahwa disamping pajak

vang sudah ditetapka tersebut daerah Kabupaten / kota dapat menetapakn PERDA

tentang Pajak Daeral, dengan kreteria :

1.
2.

Bersifat pajak dan bukan retribusi |

Obyek pajak terletak di wilayahnya- dan mempunyal mobilitas yang cukup rendah
yang hanya melayani masyarakat di wilsiyzﬂmya

Obyek dan dasar pengenaan tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Obvek pajak bukan merupakan cbyek pajuk propinsi atau pajak pusat

. Potensinya memadai

Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatit’
Memperhatikan aspek keadilan dan keuampuan masyarakat

Menjaga kelestarian Jlingkungan

Juga dalam pembuatan Peraturan Daerah ( PERDA ) mengenai pajak daerah,

harus pula berisi hal-hal vang sudah ditetapkan dalam Pasal 4 ayat ( 3 ) Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000, yaitn mengatur mengenai :

Fowo

LA

o R NS

Nama obyek dan subyei pajak

Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak
Wilayah pemungutan

Masa pajak

Peonetapan

Tata cara pembaysran dan penagihan

Kedaluwarsa

Sanksi administrasi

Tanggal mulai berlakunya

4. Pengertian Retribnsi Daerah
- Dasar Hukumn : Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan




Und_ang-.Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Refribusi Daerah.
Pengrettian-pengertian yang berkaitan dengan refribusi daersh diatur dalam Pagal - )
Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, antara lain :

1.

+a

Reiribusi Daerah adalah : pungutan daerali sebagai pembayaran atas jasa atau

" pemberian izin tertentu vang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan orang pribadi atan badan.

Jasa adalah : hegiastan pemerintah daerah berupa usaba dan pelayanan yang
ményebabkan barang fasilitas atay kemantaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh
orang atau badan, ‘ '

Jaca Umnm adalah : jasa yang disediakan oleh pemerintah dgerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atan
badan. | | |

Jasa Usaha adalah : jasa vang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orang pribadi atan badan yang dimasudkan untuk pembinaan,
pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang,
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan vmum dan 'ménjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah : orang / badan diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi , termasuk psmungutan atan pemotongan retribusi tersebut.

Magsa retribugi adalah : suatn janpka waktu tertentu vang merupakan batas waktu bagi

wajtb retribust untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah

-daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribugi Daerah ( SSRD ) adalah @ surat yang oleh wajib retribusi
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran yang terutang ke. kas
dasrah, _

Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) adalah : surat Ketetapan Retribusi yang
menentukan besarnya pokok retribusi. .

Surat Tagihan Retribusi Daerah ( STRD ) adalah : surat untuk melakukan tagihan

retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga




Dalam Pasal 18 ayat { 2 } Undang-Undang No. 34 Th 2000, retribusi daerah dibagi
“menjadi tiga ( 3 ) golongan, yaitu :

a. Relribusi Jasa Umum

b. Retribust Jasa Usaha

_¢. Retribusi Perijinan Tertenta

Contoh : _

Retribusi Jasa Umum, seperti : pelayanan kesehatan, sampah

Retribusi Jaga Usaha, seperti : penyewaan aget yang dimiliki/dikuasai pemerintah daerah,
penyedinan tempat penginapan, ussha bengkel kendaraan, tempat pencuctan mobil,
penjuatan bibit

Petribugi  perijinan fertentu untuk mengganti biaya pembinasn, pengaturanm
pengendalian, pengawasan vang diperfukan karena telah dikeluarkannya ifin tertentu,

Contoh : [jin mendirikan bangunan, ijin perunfukan penggunaar tanah.

3. Dana Perimbangan dari Penerimaan Pajak
Supaya daerak Kabupaten dan Kota dapat menikmati hasil pajak pusat, yang

dipungut di daerah Kabupaten dan Kota, Juga supava daerah mendapat bagian dan pajak
pusat dalam rangka untuk menambah pendapatan daersh. Peluksanaan otonomi daerah
menjadikan daerah memerlukan dunn ¢ biaya yang fidak sedikit untuk penyelenggaraan
pemerimiaban  dag  pembangunan  di  daeratmya.  Untule  itulah  diperlokan  dana
pertbangan dwi pewsvimaan pajak, ante: x pemerintah pusat dan pemerinntah daersh.

Pajak Pusat vang hasilaya dibagi ke daerah adalah : |
1. F-ajak Bumi dan Bangunan

2. BeaPeroleban Huak Atas Tanah

Dasar hukum adanya dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah
dari penerimaan pajak adalah Undang-Unda.ng No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Kettangan Antara Pemerintah pusat dan Daerah. Dengaﬁ peraturan pelaksanaannya
adalah Peraturan Pefnerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Dalam
Pasal 2 ayat (1 ) dan ayat ( 2 ) Peraturan Peemerintal Nomor 104 Tahun 2000, diatur

mengenal :




Penerimaan dari PBB dibagi:

a. 10 % untok pemerintal pusat, yang kemudian dibagi menjadi : { Pasal 4 ayat 3 )
- 65 dibagi secara merata ke seluruh Kabupaten/kota di seluruh IND
- 35 % dibagikan sebagai ingentif kepada Kabupaten/kota yang realisasi penerimaan

PBB sektor pedesaan dan perkotaan berhasil melampaui rencana penerimaan

b. 90 % untuk daerah, bagian daerak dibagi lagi menjacli :
- 16, 2% untuk daerah Propinsi
- 64, 8 % untuk daerah Kabupaten dan Kota

¢. 9% untuk biaya pemungutan

Dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Pératlu'an Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000,
diatur mengenai _
Pencrimaan dart Bea Perolehan Hak Atas tanah di bagi:
a. 20 % untuk Pemerintah Pusat
b. 80 % untuk daerah selanjutnya dibagi :
- 16 % untuk daerah Propinsi

- 64 % untuk daerah Kabupaten dan.Kota

D.PENUTUP
Dari uraian tergebut di atas dapat digimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya Pajak Daersh dan Ret;ibusi Daerak serta pembagian hasil dart
beberapa jenis pajak pusat, dasrah sedapat mungkin mefaksanakan otonomi yang/
luas, nyata dan bertanggungjawab, daalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
daersh dan pembangunan daerah. |

2. Potensi yang ada di daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan Kota masih memadai
onfuk pemungutan 4 jenis pajak daerah untuk Daersh Propinsi dan 7 jenis pajak
daerah untuk daerah Kabupaten dan Kota-._ Disamping itu masih dimungkinkan adanya

pengembangan jenis pajak baru untuk dasrah Kabupaten dan Kota
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3. Tiga jenis golongan Retribusi yang sudah ditetapkan memungkinkan daerah Propinsi,

daerah Kabupaten dan Kota unfuk melaksanakan pemungutan, karena potensi jenis-

jenig retribusi tersebut relatif ada disetiap daerab.
4. Pembagian dana perimbangan dari pemerinfah pusai kepada daerah relatif memadai
atau cukup besar, semakin besar hasil pajak pusat yang dipungut di daersh, maka

semakin besar pula perolehan pembagian dari hasil pajak pusat tersebut, kepada
daerall.
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